
6. Undang-Undang ... 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah 
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barnt dan Nusa Tenggara Timur 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

Menimbang: bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 
9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan 
APBD Tahun Anggaran 2024; 

BUPATI JEMBRANA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2024 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI JEMBRANA 
NOMOR 66 TAHUN 2023 

BUPATI JEMBRANA 
PROVINS! BALI 



13. Peraturan Pemerin tah ... 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang­ 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6841); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5340); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4693); 
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22. Peraturan Daerah ... 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 
2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai 
Politik; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan 
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
nomor 6041); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6057); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
16 Tahun 2011 ten tang Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang· Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
1576); 
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34. Peraturan Daerah ... 

25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyaluran dan 
Pengelolaan Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Jembrana 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3); 

26. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak 
Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana 
Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Jembrana Nomor 2); 

27. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3); 

28. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1}; 

29. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2); 

30. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 ten tang Pajak Hotel 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3); 

31. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4); 

32. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5); 

33. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 ten tang Bea Perolehan 
Hak Atas Tarrah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jembrana Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Jembrana Nomor 6); sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2014 Nomor 
44, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 
38); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 ten tang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (berita 
negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 
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Pasal 2 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana. 
3. Bupati adalah Bupati Jembrana. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Jembrana. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah 
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. 
7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas 

Daerah. 
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui 

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun 
anggaran berkenaan. 

9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah 
yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam 
periode tahun anggaran berkenaan. 

10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar 
kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, 
baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun­ 
tahun anggaran berikutnya. 

Pasal 1 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2024. 

MEMUTUSKAN : 

34. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang 
Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 
2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Jembrana Nomor 7); 

35. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 12), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 55, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 45); 

36. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana 
Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Jembrana Nomor 3); 

37. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2023 Nomor 9); 
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b. pajak restoran ... 

Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.60.899.005.277,00, 
(enam puluh miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta 
lima ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas: 
a. pajak hotel sebesar Rp.2.562.890.000,00 (dua miliar lima 

ratus enam puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh 
ribu rupiah); 

Pasal 5 

(1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar 
Rp.180.4 79.805.149,00, (seratus delapan puluh miliar empat 
ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus lima ribu 
seratus empat puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas: 
a. pajak Daerah; 
b. retribusi Daerah; 
c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan 
d. lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah. 

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp.60.899.005.277,00 (enam puluh 
miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ribu 
dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah). 

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b direncanakan sebesar Rp.14.734.740.100,00 (empat belas 
miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus empat 
puluh ribu seratus rupiah). 

(4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 
sebesar Rp.8.303.444.557,00 (delapan miliar tiga ratus tiga 
juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima 
puluh tujuh rupiah). 

(5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar 
Rp.96.542.615.215,00 (sembilan puluh enam miliar lima 
ratus empat puluh dua juta enam ratus lima belas ribu dua 
ratus lima belas rupiah). 

Pasal 4 

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 
direncanakan sebesar Rp.1.177.338.407.822,00, (satu triliun 
seratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh delapan 
juta empat ratus tujuh ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) 
yang bersumber dari: 
a. pendapatan asli Daerah; 
b. pendapatan transfer; 
c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah. 

Pasal 3 

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan 
Pembiayaan Daerah. 

Pasal 2 
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Anggaran lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) huruf d 
direncanakan sebesar Rp.96.542.615.215,00 (sembilan puluh 
enam miliar lima ratus empat puluh dua juta enam ratus lima 
belas ribu dua ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas: 

a. hasil penjualan ..... 

Pasal 8 

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c 
direncanakan sebesar Rp.8.303.444.557,00 (delapan miliar tiga 
ratus tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus 
lima puluh tujuh rupiah), terdiri atas bagian lab a yang dibagikan 
kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada 
BUMD (Lembaga keuangan). 

Pasal 7 

Anggaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Retribusi Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan 
sebesar Rp.14.734.740.100,00 (empat belas miliar tujuh ratus 
tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus 
rupiah), yang terdiri atas: 
a. retribusi jasa umum sebesar Rp.9.048.840.100,00 (sembilan 

miliar empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh 
ribu seratus rupiah); 

b. retribusi jasa usaha sebesar Rp.4.941.140.000,00 (empat 
miliar sembilan ratus empat puluh satu juta seratus empat 
puluh ribu rupiah); dan 

c. retribusi perizinan tertentu sebesar Rp.744.760.000,00 
(tujuh ratus em pat puluh em pat juta tujuh ratus enam puluh 
ribu rupiah). 

Pasal 6 

b. pajak restoran clan sejenisnya sebesar Rp.3.064.325.000,00 
(tiga miliar enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima 
ribu rupiah); 

c. pajak hiburan sebesar Rp.99.717.074,00 (sembilan puluh 
sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh puluh empat 
rupiah); 

d. pajak reklame sebesar Rp.595.219.187,00 ( lima ratus 
sembilan puluh lima juta dua ratus sembilan belas ribu 
seratus delapan puluh tujuh rupiah); 

e. pajak penerangan jalan sumber lain sebesar 
Rp.21.093.992.016,00 (dua puluh satu miliar sembilan puluh 
tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu enam belas 
rupiah); 

f. pajak parkir sebesar Rp.78.001.000,00 (tujuh puluh delapan 
juta seribu rupiah) ; 

g. pajak air tanah, Rp.300.861.000,00 (tiga ratus juta delapan 
ratus enam puluh satu ribu rupiah); 

h. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) 
sebesar Rp.8.104.000.000,00 (delapan miliar seratus empat 
juta rupiah); dan 

1. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 
Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). 
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Pasal 11. 

Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 
Rp.778.985.981.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan miliar 
sembilan ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus delapan 
puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas: 
a. Dana Perimbangan sebesar Rp.729.577.089.000,00 (tujuh 

ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh tujuh 
juta delapan puluh sembilan ribu rupiah); 

b. Dana Desa sebesar Rp.41.688.956.000,00 (empat puluh satu 
miliar enam ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus 
lima puluh enam ribu rupiah); dan 

c. Insentif Fiskal sebesar Rp.7.719.936.000,00 (tujuh miliar 
tujuh ratus sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh 
enam ribu rupiah). 

Pasal 10 

(1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam 
Pas al 3 huruf b direncanakan sebesar 
Rp.996.858.602.673,00 (sembilan ratus sembilan puluh 
enam miliar delapan ratus lima puluh delapan juta enam 
ratus dua ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang 
terdiri atas: 
a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan 
b. pendapatan transfer antar daerah. 

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 
Rp.778.985.981.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan 
miliar sembilan ratus delapan puluh limajuta sembilan ratus 
delapan puluh satu ribu rupiah). 

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 
Rp.217.872.621.673,00 (dua ratus tujuh belas miliar delapan 
ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh satu ribu 
enam ratus tujuh puluh tiga rupiah). 

Pasal 9 

a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebesar 
Rp.180.664.000,00 (seratus delapan puluh juta enam ratus 
enam puluh em pat ribu rupiah); 

b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebesar 
Rp.1.038.016.001,00 (satu miliar tiga puluh delapan juta 
enam belas ribu satu rupiah); 

c. hasil kerja sama Daerah sebesar Rp.3.544.200,00 (tiga juta 
lima ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah); 

d. jasa giro pada kas Daerah sebesar Rp.2.858.430.166,00 (dua 
miliar delapan ratus lima puluh delapan juta em pat ratus tiga 
puluh ribu seratus enam puluh enam rupiah); dan 

e. pendapatan BLUD sebesar Rp. 92.461. 960.848,00 (sembilan 
puluh dua miliar em pat ratus enam puluh satu juta sembilan 
ratus enam puluh ribu delapan ratus empat puluh delapan 
rupiah). 
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(5) Belanja ban tu an sosial. .. 

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar 
Rp.1.011.056.717.825,00 (satu triliun sebelas miliar lima 
puluh enam juta tujuh ratus tujuh belas ribu delapan ratus 
dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas: 
a. belanja pegawai; 
b. belanja barang dan jasa; 
c. belanja hibah; dan 
d. belanja bantuan sosial. 

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a direncanakan sebesar Rp.508.155.382.622,00 (lima ratus 
delapan miliar seratus lima puluh lima juta tiga ratus delapan 
puluh dua ribu enam ratus dua puluh dua rupiah). 

(3) Belanja barang danjasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
hurufb direncanakan sebesar Rp.445.056.248.701 ,00 (em pat 
ratus empat puluh lima miliar lima puluh enam juta dua 
ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus satu rupiah). 

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
direncanakan sebesar Rp.53.873.903.200,00 (lima puluh tiga 
miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tiga 
ribu dua ratus rupiah). 

Pasal 14 

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan 
sebesar Rp.1.279.864.785.643,00 (satu triliun dua ratus tujuh 
puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh empat juta 
tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam ratus empat puluh tiga 
rupiah), yang terdiri atas: · 
a. belanja operasi; 
b. belanja modal; 
c. belanja tidak terduga; dan 
d. belanja transfer. 

Pasal 13 

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00. 

Pasal 12 

Anggaran pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 
Rp.217.872.621.673,00 (dua ratus tujuh belas miliar delapan 
ratus tujuh puluh duajuta enam ratus dua puluh satu ribu enam 
ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas: 
a. Pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp.109.04 7.183.849,00 

(seratus sembilan miliar empat puluh tujuh juta seratus 
delapan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh sembilan 
rupiah); dan 

b. Bantuan Keuangan sebesar Rp.108.825.437.824,00 (seratus 
delapan miliar delapan ratus dua puluh limajuta empat ratus 
tiga puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah). 

Pasal 11 
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d. belanja tunjangan ... 

Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 15 huruf a direncanakan sebesar Rp.327. 716.506.222,00 
(tiga ratus dua puluh tujuh miliar tujuh ratus enam belas juta 
lima ratus enam ribu dua ratus dua puluh dua rupiah), yang 
terdiri atas: 
a. gaji pokok ASN sebesar Rp.242.973.716.288,00 {dua ratus 

em pat puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta 
tujuh ratus enam belas ribu dua ratus delapan puluh delapan 
rupiah); 

b. belanja tunjangan keluarga ASN sebesar 
Rp.22.437.985.581,00 (dua puluh dua miliar empat ratus tiga 
puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima 
ratus delapan puluh satu rupiah); 

c. belanja tunjangan jabatan ASN sebesar Rp.4.343.881.290,00 
(em pat miliar tiga ratus em pat puluh tiga juta delapan ratus 
delapan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh rupiah); 

Pasal 16 

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.508.155.382.622,00 
{lima ratus delapan miliar seratus lima puluh lima juta tiga ratus 
delapan puluh dua ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) yang 
terdiri atas: 
a. gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp.327.716.506.222,00 {tiga 

ratus dua puluh tujuh miliar tujuh ratus enam belas juta lima 
ratus enam ribu dua ratus dua puluh dua rupiah); 

b. belanja tambahan penghasilan ASN sebesar 
Rp.92.060.377.801,00 {sembilan puluh dua miliar enam 
puluh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus 
satu rupiah); 

c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif 
lainnya ASN sebesar Rp.49.163.539.868,00 (empat puluh 
sembilan miliar seratus enam puluh tiga juta lima ratus tiga 
puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh delapan 
rupiah); 

d. belanja gaji dan tunjangan DPRD sebesar 
Rp.25.967.586.570,00 (dua puluh lima miliar sembilan ratus 
enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu 
lima ratus tujuh puluh rupian); 

e. belanja gaji dan tunjangan KDH / WKDH sebesar 
Rp.404.606.147,00 (empat ratus empatjuta enam ratus enam 
ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) ; 

f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta 
KDH/WKDH sebesar Rp.641.600.000,00 (enam ratus empat 
puluh satu juta enam ratus ribu rupiah); dan 

g. belanja pegawai BLUD sebesar Rp.12.201.166.014,00 (dua 
belas miliar dua ratus satu juta seratus enam puluh enam 
ribu em pat belas rupiah). 

Pasal 15 

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d direncanakan sebesar Rp.3.971.183.302,00 (tiga 
miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta seratus delapan 
puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah). 
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Pasal 18 

Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar 
Rp.92.060.377.801,00 (sembilan puluh dua miliar enam puluh 
juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus satu rupiah) 
yang terdiri atas: 
a. Tambahan penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 

sebesar Rp. 65.197.187.374,00 (enam puluh lima miliar 
seratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh 
tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah). 

b. Tambahan penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 
sebesar Rp.6.942.907.296,00 (enam miliar sembilan ratus 
empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus 
sembilan puluh enam rupiah); 

c. Tambahan penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN 
sebesar Rp.18.453.000,00 (delapan belas juta empat ratus 
lima puluh tiga ribu rupiah); dan 

d. Tambahan penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 
sebesar Rp.19.901.830.131,00 (sembilan belas miliar 
sembilan ratus satu juta delapan ratus tiga puluh ribu 
seratus tiga puluh satu rupiah). 

Pasal 17 

d. belanja tunjangan fungsional ASN sebesar 
Rp.21.866.326.762,00 (dua puluh satu miliar delapan ratus 
enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh 
ratus enam puluh dua rupiah) ; 

e. belanja tunjangan fungsional umum ASN sebesar 
Rp.1.823.228.310,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh 
tigajuta dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus sepuluh 
rupiah); 

f. belanja tunjangan beras ASN sebesar Rp.14.166.513.476,00 
(empat belas miliar seratus enam puluh enam juta lima ratus 
tiga belas ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah); 

g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebesar 
Rp.1.389.825.834,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh 
sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu delapan 
ratus tiga puluh empat rupiah); 

h. belanja pembulatan gaji ASN sebesar Rp.3.329.309,00 (tiga 
juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan 
rupiah); 

1. belanja iuran jaminan Kesehatan ASN sebesar 
Rp.16.430.677.462,00 (enam belas miliar empat ratus tiga 
puluh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus 
enam puluh dua rupiah); 

J. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebesar 
Rp.572.057.274,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta lima 
puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh em pat rupiah); dan 

k. belanja iuran jaminan kematian ASN sebesar 
Rp.1.708.964.636,00 (satu miliar tujuh ratus delapan juta 
sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga puluh 
enam rupiah. 
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h. belanja tunjangan ... 

Anggaran belanja gaJI dan tunjangan DPRD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 huruf d direncanakan sebesar 
Rp.25.967.586.570,00 (dua puluh lima miliar sembilan ratus 
enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima 
ratus tujuh puluh rupiah) yang terdiri atas: 
a. belanja uang representasi DPRD sebesar Rp.782.040.000,00 

(tujuh ratus delapan puluh dua juta empat puluh ribu 
rupiah); 

b. belanja tunjangan keluarga DPRD sebesar Rp.97.990.200,00 
(sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh 
ribu dua ratus rupiah); 

c. belanja tunjangan beras DPRD sebesar Rp.115.582.320,00 
(seratus lima belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu 
tiga ratus dua puluh rupiah); 

d. belanja uang paket DPRD sebesar Rp.67.032.000,00 (enam 
puluh tujuh juta tiga puluh dua ribu rupiah); 

e. belanja tunjangan jabatan DPRD sebesar 
Rp.1.133.958.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh tiga juta 
sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah); 

f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebesar 
Rp.89.888.400,00 (delapan puluh sembilan juta delapan 
ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) ; 

g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebesar 
Rp.14.433.300,00 (empat belas juta empat ratus tiga puluh 
tiga ribu tiga ratus rupiah); 

Pasal 19 

Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan 
objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 
huruf c direncanakan sebesar Rp.49.163.539.868,00 (empat 
puluh sembilan miliar seratus enam puluh tiga juta lima ratus 
tiga puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh delapan 
rupiah) yang terdiri atas: 
a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak Daerah 

sebesar Rp.103.153.207,00 (seratus tiga juta seratus lima 
puluh tiga ribu dua ratus tujuh rupiah); 

b. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi Daerah 
sebesar Rp.33. 931.261,00 (tiga puluh tigajuta sembilan ratus 
tiga puluh satu ribu dua ratus enam puluh satu rupiah); 

c. belanja tunjangan profesi Guru (TPG) PNSD sebesar 
Rp.38.629.704.000,00 (tiga puluh delapan miliar enam ratus 
dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu rupiah); 

d. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebesar 
Rp.162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah); 

e. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebesar 
Rp.1.011.416.400,00 (satu miliar sebelas juta em pat ratus 
enam belas ribu em pat ratus rupiah); 

f. belanja tunjangan profesi Guru (TPG) PPPK sebesar 
Rp.8.4 73. 775.000,00 (delapan miliar em pat ratus tujuh 
puluh tigajuta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan 

g. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PPPK sebesar 
Rp.749.560.000,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta 
lima ratus enam puluh ribu rupiah). 

Pasal 18 
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k. belanja insentif .... 

Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 huruf e direncanakan sebesar 
Rp.404.606.147,00 (empat ratus empat juta enam ratus enam 
ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas : 
a. belanja gaji pokok KDH/WKDH sebesar Rp.58.140.000,00 

(lima puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah); 
b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebesar 

Rp.9.050.400,00 (sembilan juta lima puluh ribu empat ratus 
rupiah); 

c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebesar 
Rp.61.979.379,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus 
tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan 
rupiah); 

d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebesar 
Rp.7.287.444,00 (tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh 
ribu empat ratus empat puluh empat rupiah); 

e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH 
sebesar Rp. 1.846.214,00 (satu juta delapan ratus empat 
puluh enam ribu dua ratus empat belas rupiah); 

f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebesar Rp. 1.120,00 
(seribu seratus dua puluh rupiah); 

g. belanja iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH sebesar 
Rp.6.657.696,00 (enam juta enam ratus lima puluh tujuh 
ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah); 

h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebesar 
Rp.231.040,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu empat puluh 
rupiah); 

i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebesar 
Rp.493.120,00 (empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus 
dua puluh rupiah); 

j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak 
daerah sebesar Rp.165.543.054,00 (seratus enam puluh lima 
juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima puluh empat 
rupiah); dan 

Pasal 20 

h. belanja tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota 
DPRD sebesar Rp.4.410.000.000,00 (empat miliar empat 
ratus sepuluh juta rupiah); 

1. belanja tunjangan reses DPRD sebesar Rp.1.102.500.000,00 
(satu miliar seratus dua juta lima ratus ribu rupiah); 

J. belanja pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota 
DPRD sebesar Rp.235.858,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu 
delapan ratus lima puluh delapan rupiah); 

k. belanja tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota 
DPRD sebesar Rp.11. 924. 918.492,00 (sebelas miliar sembilan 
ratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan belas 
ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah); 

1. belanja tunjangan transportasi DPRD sebesar 
Rp.5.893.848.000,00 (lima miliar delapan ratus sembilan 
puluh tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu 
rupiah); dan 

m. belanja uang jasa pengabdian DPRD sebesar 
Rp.335.160.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta seratus 
enam puluh ribu rupiah). 
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g. belanja barang .... 

Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 
Rp.445.056.248.701,00 (empat ratus empat puluh lima miliar 
lima puluh enam juta dua ratus em pat puluh delapan ribu tujuh 
ratus satu rupiah) terdiri atas: 
a. belanja barang sebesar Rp.113.739.397.556,00 (seratus tiga 

belas miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus 
sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh enam 
rupiah); 

b. belanja jasa sebesar Rp.153.115.468.722,00 (seratus lima 
puluh tiga miliar seratus lima belas juta empat ratus enam 
puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah); 

c. belanja pemeliharaan sebesar Rp.20.093.325.852,00 (dua 
puluh miliar sembilan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh 
lima ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah); 

d. belanja perjalanan dinas sebesar Rp.37.437.190.400,00 (tiga 
puluh tujuh miliar em pat ratus tiga puluh tujuh juta seratus 
sembilan puluh ribu empat ratus rupiah); 

e. belanja uang dan/ atau jasa untuk diberikan kepada pihak 
ketiga / pihak lain / masyarakat / sebesar 
Rp.15.677 .1 70.000,00 (lima belas miliar enam ratus tujuh 
puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah); 

f. belanja barang dan jasa BOS sebesar Rp.29.989.501.337,00 
(dua puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh 
sembilan juta lima ratus satu ribu tiga ratus tiga puluh tujuh 
rupiah); dan 

Pasal 24 

Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 15 huruf h direncanakan sebesar Rp.12.201.166.014,00 
(dua belas miliar dua ratus satu juta seratus enam puluh enam 
ribu empat belas rupiah) yang terdiri atas belanja pegawai BLUD. 

Pasal 23 

Anggaran belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 15 huruf g direncanakan sebesar Rp.0,00 yang terdiri atas 
belanja pegawai BOS. 

Pasal 22 

Anggaran belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta 
KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f 
direncanakan sebesar Rp.641.600.000,00 (enam ratus empat 
puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri atas: 
a. belanja dana operasional Pimpinan DPRD sebesar 

Rp.201.600.000,00 (dua ratus satu juta enam ratus ribu 
rupiah); dan 

b. belanja dana operasional KDH/WKDH sebesar 
Rp.440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah). 

Pasal 21 

k. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi 
daerah bagi KDH/WKDH sebesar Rp.93.376.680,00 
(sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu 
enam ratus delapan puluh rupiah). 
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Pasal 27 

Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 
huruf b direncanakan sebesar Rp.153.115.468. 722,00(seratus 
lima puluh tiga miliar seratus lima belas juta empat ratus enam 
puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) yang 
terdiri atas : 
a. belanjajasa kantor sebesar Rp.91.009.854.196,00 (sembilan 

puluh satu miliar sembilan juta delapan ratus lima puluh 
empat ribu seratus sembilan puluh enam rupiah); 

b. belanja iuran jaminan / asuransi sebesar 
Rp.45.363.871.976,00 (empat puluh lima miliar tiga ratus 
enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu 
sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah); 

c. belanja sewa peralatan dan mesin sebesar 
Rp.9.846.384.000,00 (sembilan miliar delapan ratus empat 
puluh enamjuta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah); 

d. belanja sewa gedung dan bangunan sebesar 
Rp.419.400.000,00 (empat ratus sembilan belas juta empat 
ratus ribu rupiah); 

e. belanja jasa sewa aset tetap lainnya sebesar 
Rp.108.900.000,00 (seratus delapanjuta sembilan ratus ribu 
rupiah); 

f. belanja jasa konsultansi konstruksi sebesar 
Rp.1.588.324.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh 
delapan juta tiga ratus dua puluh em pat ribu rupiah); 

g. belanja jasa konsultansi non konstruksi sebesar 
Rp.1.301.641.000,00 (satu miliar tiga ratus satu juta enam 
ratus empat puluh satu ribu rupiah); 

h. belanja jasa ketersediaan layanan (availibility payment) 
sebesar Rp.936.760.000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam 
juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); 

1. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta 
pendidikan dan pelatihan sebesar Rp.2.427.602.000,00 (dua 
miliar em pat ratus dua puluh tujuh juta enam ratus dua ribu 
rupiah); 

J. belanja Jasa Insentifbagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan 
Retribusi Daerah sebesar Rp.46.131.550,00 (empat puluh 
enam juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus lima puluh 
rupiah) ; dan 

k. belanja sewa aset tidak berwujud sebesar Rp. 66.600.000,00 
(enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah). 

Pasal 26 

Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 
huruf a direncanakan sebesar Rp.113.739.397.556,00 (seratus 
tiga belas miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus 
sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) 
yang terdiri atas belanja barang pakai habis sebesar 
Rp.113.398.845.740,00 (seratus tiga belas miliar tiga ratus 
sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh lima 
ribu tujuh ratus empat puluh rupiah). 

Pasal 25 

g. belanja barang danjasa BLUD sebesar Rp.75.004.194.834,00 
(tujuh puluh lima miliar empat juta seratus sembilan puluh 
empat ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah). 
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Pasal 31 

Anggaran belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 24 huruf f direncanakan sebesar 
Rp.29.989.501.337,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus 
delapan puluh sembilan juta lima ratus satu ribu tiga ratus tiga 
puluh tujuh rupiah) . 

Pasal 30 

Anggaran belanja uang dan/ a tau jasa untuk diberikan kepada 
pihak ketiga/pihak lain/masyarakat/ sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 24 huruf e direncanakan sebesar 
Rp.15.677.170.000,00 (lima belas miliar enam ratus tujuh puluh 
tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri atas : 
a. belanja uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak lain 

/ Masyarakat sebesar Rp. 13.629.870.000,00 (tiga belas 
miliar enam ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus 
tujuh puluh ribu rupiah); dan 

b. belanja jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak 
lain/Masyarakat sebesar Rp. 2.047.300.000,00 (dua miliar 
empat puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah). 

Pasal 29 

Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 24 huruf d direncanakan sebesar Rp.37.437.190.400,00 
(tiga puluh tujuh miliar em pat ratus tiga puluh tujuh juta seratus 
sembilan puluh ribu empat ratus rupiah) yang terdiri atas : 
a. belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar 

Rp.37.242.190.400,00 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus 
empat puluh dua juta seratus sembilan puluh ribu empat 
ratus rupiah); dan 

b. belanja perjalanan dinas luar negeri sebesar 
Rp.195.000.000,00 (seratus sembilan puluh limajuta rupiah). 

Pasal 28 

Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 24 huruf c direncanakan sebesar Rp.20.093.325.852,00 
(dua puluh miliar sembilan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh 
lima ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) yang terdiri atas: 
a. belanja pemeliharaan peralatan clan mesin sebesar 

Rp.3.699.687.482,00 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh 
sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu empat 
ratus delapan puluh dua rupiah); 

b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar 
Rp.1.672.516.250,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh 
dua juta lima ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh 
rupiah); 

c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp. 
14.587.722.120,00 (empat belas miliar lima ratus delapan 
puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu seratus dua 
puluh rupiah) ; dan 

d. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebesar 
Rp.133.400.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta empat ratus 
ribu rupiah). 

Pasal 27 
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(2) Anggaran belanja modal ... 

( 1) Anggaran belanja modal tahun anggaran 2024 sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar 
Rp.126.682.560.780,00 (seratus dua puluh enam miliar 
enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh 
ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas: 
a. belanja modal peralatan dan mesin; 
b. belanja modal gedung dan bangunan; 
c. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; 
d. belanja modal aset tetap lainnya; dan 
e. belanja modal aset lainnya. 

Pasal 34 

Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 
3.971.183.302,00 (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh satu 
juta seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah) yang 
terdiri atas: 
belanja bantuan sosial kepada individu sebesar 
Rp.1.602.235.250,00 (satu miliar enam ratus dua juta dua ratus 
tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah); 
a. belanja bantuan sosial kepada keluarga sebesar 

Rp.1.076.578.052,00 (satu miliar tujuh puluh enam juta lima 
ratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh dua rupiah); dan 

b. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebesar 
Rp.1.292.370.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh 
dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). 

Pasal 33 

Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.53.873.903.200,00 
(lima puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta 
sembilan ratus tiga ribu dua ratus rupiah terdiri atas: 
a. belanja hibah kepada pemerintah pusat sebesar 

Rp.2.470.000.000,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh 
juta rupiah); 

b. belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi 
Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebesar 
Rp.50.416.963.200,00 (lima puluh miliar empat ratus enam 
belas juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus 
rupih); dan 

c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik 
sebesar Rp.986.940.000,00 (sembilan ratus delapan puluh 
enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). 

Pasal 32 

Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 24 huruf g direncanakan sebesar 
Rp.75.004.194.834,00 (tujuh puluh lima miliar empat juta 
seratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh 
empat rupiah). 

Pasal 31 
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i. belanja modal .... 

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) direncanakan sebesar 
Rp.20.612.809.462,00 (dua puluh miliar enam ratus dua belas 
juta delapan ratus sembilan ribu empat ratus enam puluh dua 
rupiah) yang terdiri atas : 
belanja modal alat besar sebesar Rp.689.100.000,00 (enam ratus 
delapan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah); 
a. belanja modal alat angkutan sebesar Rp. 799.300.000,00 

(tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu 
rupiah); 

b. belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebesar 
Rp.59.694.250,00 (lima puluh sembilan juta enam ratus 
sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah); 

c. belanja modal alat pertanian sebesar Rp.111.900.000,00 
(seratus sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah); 

d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebesar 
Rp.2.700.758.142,00 (dua miliar tujuh ratus juta tujuh ratus 
lima puluh delapan ribu seratus empat puluh dua rupiah); 

e. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebesar 
Rp.1.74 7.691.620,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh 
tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus 
dua puluh rupiah); 

f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebesar 
Rp.1.507.400.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh juta empat 
ratus ribu rupiah); 

g. belanja modal alat laboratorium sebesar Rp.270. 775.000,00 
(dua ratus tujuh puluhjuta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu 
rupiah); 

h. belanja modal komputer sebesar Rp.3.434.044.300,00 (tiga 
miliar em pat ratus tiga puluh em pat juta em pat puluh em pat 
ribu tiga ratus rupiah); 

Pasal 35 

(2) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf a direncanakan sebesar 
Rp.20.612.809.462,00 (dua puluh miliar enam ratus dua 
belas juta delapan ratus sembilan ribu empat ratus enam 
puluh dua rupiah); 

(3) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat ( 1) huruf b direncanakan sebesar 
Rp.50.510.550.530,00 (lima puluh miliar lima ratus sepuluh 
juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah); 

(4) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan mgasi 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan 
sebesar Rp.48.312.068.400,00 (empat puluh delapan miliar 
tiga ratus dua belas juta enam puluh delapan ribu empat 
ratus rupiah); 

(5) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar 
Rp.5.042.859.263,00 (lima miliar empat puluh dua juta 
delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus enam 
puluh tiga rupiah); dan 

(6) Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 
2.204.273.125,00 (dua miliar dua ratus empatjuta dua ratus 
tujuh puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah). 
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Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 34 ayat ( 4) direncanakan se besar 
Rp.48.312.068.400,00 (empat puluh delapan miliar tiga ratus 
dua belas juta enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah), 
yang terdiri atas : 
a. belanja modal jalan dan jembatan sebesar 

Rp.33.868.819.600,00 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus 
enam puluh delapan juta delapan ratus sembilan belas ribu 
enam ratus rupiah); 

b. belanja modal bangunan air sebesar Rp.13.032.870.800,00 
(tiga belas miliar tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh 
puluh ribu delapan ratus rupiah); 

c. belanja modal instalasi Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima 
ratus ribu rupiah); 

d. belanja modal jaringan sebesar Rp. 1.252.878.000,00 {satu 
miliar dua ratus lima puluh dua juta delapan ratus tujuh 
puluh delapan ribu rupiah); dan 

e. belanja modal jalan,jaringan dan irigasi BLUD sebesar 
Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). 

Pasal 38 

Pasal 37 

Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) direncanakan sebesar sebesar 
Rp.50.510.550.530,00 (lima puluh miliar lima ratus sepuluh juta 
lima ratus lima puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah) yang 
terdiri atas : 
a. belanja modal bangunan gedung sebesar 

Rp.48.711.800.530,00 (empat puluh delapan miliar tujuh 
ratus sebelas juta delapan ratus ribu lima ratus tiga puluh 
rupiah); 

b. belanja modal monumen sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta 
rupiah); 

c. belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebesar 
Rp.696. 750.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam juta 
tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan 

d. belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebesar 
Rp.1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah). 

Pasal 36 

1. belanja modal alat peraga sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan 
belas juta rupiah); 

J· belanja modal rambu - rambu sebesar Rp.82.500.000,00 
(delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah); 

k. belanja modal peralatan olahraga sebesar Rp.82.500.000,00 
(delapan puluh duajuta lima ratus ribu rupiah); 

1. belanja modal peralatan dan mesin BOS sebesar 
Rp.5.352.546.150,00 (lima miliar tiga ratus lima puluh dua 
juta lima ratus empat puluh enam ribu seratus lima puluh 
rupiah); dan 

m. belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebesar 
Rp.3. 756.600.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh 
enam juta enam ratus ribu rupiah). 
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Pasal 42. 

(1) Anggaran belanja transfer tahun anggaran 2024 sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar 
Rp.130.130.912.038,00 (seratus tiga puluh miliar seratus tiga 
puluh juta sembilan ratus dua belas ribu tiga puluh delapan 
rupiah)yang terdiri atas: 
a. belanja bagi hasil; dan 
b. belanja bantuaan keuangan. 

(2) belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a direncanakan sebesar Rp.7.563.374.538,00 (tujuh miliar 
lima ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh em pat 
ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah); dan 

(3) belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp.122.567.537.500,00 
(seratus dua puluh dua miliar lima ratus enam puluh tujuh 
juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). 

Pasal 41 

Anggaran belanja tidak terduga tahun anggaran 2024 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan 
sebesar Rp.6.594.595.000,00 (enam miliar lima ratus sembilan 
puluh em pat juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). 

Pasal 40 

Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
34 ayat (6) direncanakan sebesar Rp.2.204.273.125,00 (dua miliar 
dua ratus empat juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu sertus dua 
puluh lima rupiah) yang terdiri atas belanja modal aset lainnya­ 
aset tidak berwujud. 

Pasal 39 

Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 34 ayat (5) direncanakan sebesar Rp.5.042.859.263,00 
(lima miliar empat puluh dua juta delapan ratus lirna puluh 
sembilan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) yang terdiri 
atas: 
a. belanja modal bahan perpustakaan sebesar 

Rp.59.344.000,00 (lima puluh sembilan juta tiga ratus empat 
puluh empat ribu rupiah) ; 

b. belanja modal barang bercorak kesenian / kebudayaan / 
olahraga sebesar Rp.26.085.000,00 (dua puluh enam juta 
delapan puluh lima ribu rupiah); 

c. belanja modal aset tetap lainnya BOS sebesar 
Rp.4.707.430.263,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh juta 
empat ratus tiga puluh ribu dua ratus enam puluh tiga 
rupiah); dan 

d. belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebesar 
Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluhjuta rupiah). 

Pasal 38 
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(1) Anggaran penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 44 huruf a direncanakan sebesar 
Rp.102.526.377.821,00 (seratus dua miliar lima ratus dua 
puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan 
ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas: 
a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 

sebelumnya; dan 
b. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah. 

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 
sebesar Rp.97.126.377.821,00 (sembilan puluh tujuh miliar 
seratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh 
ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah). 

(3) Penerimaan kembali ... 

Pasal 45 

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 
direncanakan sebesar Rp.97.126.377.821,00 (sembilan puluh 
tujuh miliar seratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh 
tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri 
atas: 
a. penerimaan Pembiayaan; dan 
b. pengeluaran Pembiayaan. 

Pasal 44 

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 
41 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.122.567.537.500,00 (seratus 
dua puluh dua miliar lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus 
tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang terdiri atas: 
a. belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau 

kabupaten/kota kepada desa sebesar 
Rp.102.116.537.500,00 (seratus dua miliar seratus enam 
belas juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); 
dan 

b. belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau 
kabupaten/kota kepada desa sebesar Rp.20.451.000.000,00 
(dua puluh miliar empat ratus lima puluh satu juta rupiah). 

Pasal 43 

Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (2) 
direncanakan sebesar Rp. 7.563.374.538,00 (tujuh miliar lima 
ratus enam puluh tigajuta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima 
ratus tiga puluh delapan rupiah) yang terdiri atas: 
a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan 

Kabupaten/Kota dan Desa sebesar Rp. 6.089.900.528,00 
(enam miliar delapan puluh sembilan juta sembilan ratus 
ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah); dan 

b. belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintahan 
Kabupaten/Kota dan Desa sebesar Rp.1.4 73.474.010,00 
(satu miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus 
tujuh puluh em pat ribu sepuluh rupiah). 

Pasal 42 
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